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trIALIKOTA PONTIAITAI(

bahwa perkembangan penyelenggaraan penataan
bangunan dan lingkungan di Kota Pontianak cenderung
semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi,
kebutuhan prasarana dan sarana, maupun
lingkungannya untuk mendukung fungsi pusat kegiatan
ekonomi Kota Pontianak;
bahwa sesuai dengan arahan dalam perundangan di
bidang Penataan Ruang, dokumen Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan disusun untuk
mengantisipasi perkembangan tersebut, baik dalam
proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian
dalam penyelenggaran bangunan gedung dan
pengelolaan lingkungan perkotaan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan Kawasan Strategis Ekonomi kota-I.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2OO2 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 42a71;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang
Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7251;

b.

C.

2.

3.



4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo+ tentang
pemerintahan -baerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 2004 NOmor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2ao4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 59,

ramuanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

48aal1,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28

Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 85,

rambarran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a5321;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan l'embaran Negara

Republik Indonesia aT 37l';
7. peiaturan Pemerintah Nomor 5O Tahun 2oo7 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun2oo7NomorL2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a76tl;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun zalo tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2L, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
6/PRT/M l2AO7 tentang Pedoman umum Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2OA9

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 23 Tahun 2oo7 tentang Pedoman Tata
Caia pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahrun 2OA9

tentang Petunjuk Teknis Tat€ cara Kerja sama Daerah;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor
02IPRT lM l2OlO tentang Rencana Strategis
Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2OLO'2O14'

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG RENCANA
TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) KAWASAN

STRATEGIS EKONOMI KOTA - I, KOTA PONTIANAK.

Menetapkan



BAB I
I(BTET{TUAIT UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
Z. pemerlntah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pontianak.
3. Watitota adalah Walikota Pontianak'
4. Dewan Pemrakilan Rakyat Daerah (DPRDI adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Pontianak.
5. Kawasan Rencana Tata BangUnan dan Linghrngan adalah Kawasan

Strategis Ekonomi Kota -1
6. Ruau{ adalah wadah yang meliputi rualg daratan, rualg lautan-, -9"1

t r"rrg-r.,aara sebagai *"iu kEsatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk
lainrrirya hidup din melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan

hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik

direncanakan maupun tidak direncanakan'
8. Penataan Ruang "a.Uf, 

proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang,dan Pengendalian ruang.
g. Rencana ,i"t Ruang adallh hasil perencanaan struktur dan pola

pemanfaatan ruang. AJapun yang dimaltsud dengan struktur pemanfaatan

ru"ng adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara

hierarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang

dimaksud dengan pola pemaniaatan ruang adalah tata. guna tanah, air,

udara, dan s-umUir daya alam lainnya dalam wujud penguasaan,

penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam

lainnya.
10. Rencana Tata Ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak
11. trIilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta

segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional'

12. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya

ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.

13. Kawasan Strategis Ekonomi Kola - 1 adalah Kawasan ke-1 untuk
wilayah strategis ekonomi kota sesuai dengan arahan RTRW

14. Rencana Tata Baugunan dan Lingkqngaa (RTBLI adalah panduan

rallcang U"ttgU" "rJt kawasan/lingkungan yang dimaksudkan untuk
*.rrgrridafik; pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan,

serta memuat *.t"a pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan'
rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan

pengendalian rencanr, a..r pedoman pengendalian rencana, dan pedoman

pen[endalian pelaksanaan pengembangan kawasan / lingkungan.
15. Rencaaa Tata Banguaan dan Liagkuagaa Kota Pontianak' yang

selanjutnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota

Pontianak adalah panduan bangUnan untuk kawasan - kawasan strategis

atau prioritas di Kota Pontianaliyang dimaksudkan untuk mengendalikan

pemanfaatan ruang, penataan bangUnan dan lingkungan, serta membuat

materi pokok ketentuan progfam bangunan dan lingkungan, rencana

umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan

pengendalian iencana, 6an p"do*"tt pengendalian pelaksanaan

p.n[e*Uangan kawasan tertentu di Kota Pontianak.



16. Rencana Umum dan Panduan Rancangan adalah ketentuan-ketentuan
tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang

memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan,
rencana tapak, rencana system pergerakan, rencana aksesibilitas
lingkungan, rencana prasarana dan Sarana lingkungan, rencana wujud
visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
Rencana Investasi adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan
untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan,
sehingga teq' adi kesinambungan pentahapan pelaksanaarl pembangunan.
Ketentuan Peugendalian Rencana adalah ketentuan-ketentuan yang
bertujuan untuk mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja
*"rrprtt kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL

dan pelaksanaan penataan suatu kawasan.
pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah pedoman yang dimaksudkan
untuk merrgarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan
kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan
kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan.
Stnrktur Peruntukan Lahan merupakan komponen rancang kawasan
yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan
iahin/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan
perencanaan tertentu berdasar ketentuan rencana tata ruang wilayah.
intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas
lantai maksimum bangunan terhadap lahan ltapak peruntukannya.
Koefisien Dasar Bangunan (I(DB) adalah angka presentase maksimal yang
diijinkan sebagai hasil perbandingan antara luas seluruh lantai dasar
bangUnan g"drrttg yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah
perpetak an f daerah perencanaan yang dikuasai.
koifistea Lantai Bangunan (KLB) adalah angka maksimal yang diijinkan
sebagai hasil perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung
yant dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai.
Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung

beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai
aspek termasuk pembentukan citra lkarakter fisik lingkungan, besaran,
dan konfigurasi dari elemen-elemen: blok, perpetakan lahan, bangunan,
serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan
mendelinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap
keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam
ruang-rurang publik.
Garis Sempadan Bangunan(GSB| adalah ketentuan batas yang diijinkan
dalam bentuk garis imajiner di wilayah kepemilikan sejajar dengan garis
imajiner as jalan, yang menegaskan batas terluar kebolehan suatu {isik
dinding bangunan gedung didirikan.
Garis Semp"aaa Sungai (GSS) adalah ketentuan batas yang diijinkan
dalam bentuk garis imajiner di wilayah kepemilikan sejajar dengan garis as

sungai, yang menegaskan batas terluar kebolehan suatu fisik dinding
bangunan gedung didirikan.
Tintgi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana
bangunan didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan.
Sistim Jaringan Jalan dan Pergerakaa adalah rancangan pergerakan
yang terkait ^nt 

r" jenis-jenis hiraki/kelas jalan yang tersebar pada
k"*u.*rt, perencanaan (lalan lokal/lingkungan) dan jenis pergerakan yang
melalui, baik masuk dan keluar kawasan, maupun kaveling.
Sistem Sirkulasi Kendaraan Umum adalah rancangan sistem arus
pergerakan kendaraan formal, yang dipetakan pada hierarki/kelas jalan
yang ada pada kawasan perencanaan.
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30. Sistem Sirkutasi Kendaraan Pribadi adatah rancangan sistem arus

pergerakan bagi kendaraan pribadi sesuai d'engan hierarki/kelas jalan

yang ada pada kawasan perencanaan'
31. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau merupakan komponen rancangan

kawasan, yan; ddak sekedar terbentuk sebagai 
"1"T"1 

tambahan ataupun

elemen sisa sitelah proses rancal:rg arsitektural diselesaikan, melainkan
juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih

luas.
32. Tata Kualitas Lingkuagan merupakan rekayasa elemen-elemen kawasan

yang sedemikiu.r, ir.pr,-sehingga tercipta suatu kawasan atau sub area

dengan sistem lingkungan yarfiinfot*"tif, berkarakter khas, dan memiliki
orientasi tertentu.

33. Sistem Prasarana dan utititas Lingkungan adalah kelengkapan dasar

fisik suatu lingkungan yang pengadaanrqra memungkinkan suatu

lingkungan dapal beropera"i a.tt berfungsi sebagai mana mestinya'
g4. peran Setta [i."y"""kat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela

di datam ;";;;"an kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau

kebijakan yang berdamp.i. l.ttg"ung terhadap kehidupan masyarakat

pada setiap "t"h.p tcigiatan -p"mb"t gunan (perencanaan, desain,

implementasi dan evaluasi).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud Penataan Rencana Tata Bangunan dar Lingkungan

Pasal 2

RTBL Kawasan Strategis Ekonomi Kota - 1 Kota Pontianak dimaksudkan

sebagai panduan ,.r"i.g bangUn di kawasan/lingkungan strategis ekonomi

Kota bagian-l sesuai delineasi iut"* surat keputusan walikota terkait, untuk
dijadikai dasar dalam mengendalikan pemalfaatan ruang, penataan bangunan

dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan

lingkungan, rencalla umum dan panduan rancangan, rencana investasi'

ketentuan pengendalian rencana, d"tt pedoman pengendalian pelaksanaan

pengembattgan kawasan/ lingkungan tersebut'

Bagian Kedua
?ujuan Penataan Rencana Tata Bangulan dan Linglnrngan

Pasal 3

Tujuan RTBL Kawasan strategis Ekonomi Kota - 1 Kota Pontianak adalah

sebagai acuan dalam mewujud-kan tata bangunan dan lingkungan yang layak

huni bedati ai.i, produt<tir, dan berkelanjutan di kawasan/lingkungan
tersebut.

BAB III
LIITGKUP WILAYAH PERTNCAI{AAI{

Pasal 4

Lingkup RTBL Kawasan strategis Ekonomi-f{ota - 1 Kota Pontianak meliputi

pengaturan, pelaksanaan, dai pengendalian pelaksanaan pengembangan

kawasan/lingkungan tersebut. Lok""I p.r.,"a'a"tt RTBL Kawasan Strategis



Ekonomi Kota - 1 Kota Pontianak merrrpakan kawasan strategis ekonomi Kota
pontianak bagian-1 yang sebagiannya berada di Kelurahan Benua Melayu Laut,

Kecamatan Pontianak 
*selatan; 

d"tt sebagiannya lagr berada di wilayah

Kelurahan Darat sekip dan wilayah Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak

Kota. Luas kawasan perencanaan ini adalah t 56 ha dengan batas-batas

kawasan sebagai berikut:
a. Sebelah siJi Timur Laut berbatasan dengan Sungai Kapuas dan Sungai

Kapuas Kecil.
b. sebelah sisi Tenggara berbatasan dengan Jl. Sultan Hamid II (Jembatan

Kapuas I).
c. Sebelah sisi Barat Daya berbatasan dengan Jl. Imam Bonjol, Jl. Tanjungpura

dan Jl. Rahadi Usman.
d. Sebelah sisi Barat Laut berbatasan dengan PT. Pelabuhan Indonesia II

BAB IV
MATERI FOKOK REITCANA TATA BAI{GUNAII DAN LINGKUNGAN (RTBLI

Bagian Kesatu
Sistematika RTBL

Pasal 5

(1) peraturan Walikota tentang RTBL Kawasan Strategis Ekonomi Kota - 1 Kota

Pontianak disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV

BAB V
BAB VI
BAB VII
BAB VIII
BAB IX

BAB X

KETENTUAN UMUM
MAKSUD DAN TUJUAN
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN
MATERI POKOK RENCANA TATA BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN (RTBL)
VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN

RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
RENCANA II{VESTASI
KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA
PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN

KAWASAN
PENUTUP

(2) peraturan Walikota tentang RTBL Kawasan Strategis Ekonomi Kota - 1 Kota

Pontianak selain buku rencana dilengkapi juga dengan lampiran, buku
album peta, ilustrasi, gambar teknis, dan lain-lain yang merupakan bagian

yang tiaat terpisahkan dari Peraturan Walikota ini'

BAB V
VISI PEITATAAN BANGUNAN DAI{ LINGKUITGAIT KAWASAT{

Bagian Kesatu
Visi Pembangunan dan Pengembangan Kawasaa

Pasal 6

visi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan pada RTBL Kawasan strategis

Ekonomi Kota * L Kota pontianak ini ad.l"h "sebagai Pusat Perdagangan dan

Ttrjuan Wisata Budaya Tepian Sungai yang Berwawasan Lingkungan"'



Bagian Kedua
Misl Rencana Pembangunan dan Peugembangan Kawasan

Pasal 7

(1) Misi dari Rencana Pengembangan Kawasan RTBL ini adalah sebagai berikut:
Mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah yang ada
Mengembangkan obyek wisata belanja baru
Mempertahankan obyek wisata pendidikan yang ada
Mempertahankan obyek wisata budaya di lokasi yang ada, dan
mengembangkan obyek wisata baru di kawasan Tepian Sungai Kapuas
Mempertahankan obyek rekreasi yang ada dan mengembangkan obyek
rekreasi baru

(2) Dalam mewujudkan misi kawasan RTBL, rencana pengembangan fungsi
tapak pada wilayah perencanaan, secara umum tidak banyak mengalami
perubahal, yaitu untuk mendorong terbentukan Kawasan Strategis
Ekonomi Segmen- 1 Kota Pontianak. Untuk itu perlu diciptakan suatu
karakter khas yang membentuk ciri kawasan yang dimaksudkan pada
tingkat segmen/blok perencanaan. Beberapa pilihan kegiatan yang dapat
dilakukan adalah:
a. Perencanaan aksesibilitas yang berorientasi ke jalur tepian sungai
b. Pembentukan node-node kawasan sebagai ruang terbuka publik
c. Perencanaan jalur tepian Sungai Kapuas yang menunjang terbentuknya

ruang hdau
d. Pengembangan dermaga untuk mendukung wisata sungai
e. Perencanaan rintisan pengembangan pedestrian mall di Jalan Asahan

dan Jalan Batanghari
f. Perbaikan fasade bangunan yang bernilai sejarah (twritage building)
g. Perbaikan dan pembangunan serta penguatan peran fungsi hunian
h. Re-organisasi pedagang kaki lima yang lebih tanggap terhadap misi

kawasan RTBL
Perencanaan kantong-kantong parkir
Pembangunan retaining uall di sepanjang tepi sungai, yang mendukung
penciptaan aktifitas wisata tepi sungai.

Bagiaa Ketiga
Konsep Dasar Peagembangan

Pasal 8

(1) Yang dimaksud Konsep Dasar Pengembangan adalah konsepsi rancangan
yang menjadi dasar pemikiran terkait dengan arahan pengembangan
rancangan kawasan.

(2) Konsep Dasar Pengembangan RTBL Kawasan Strategis Ekonomi Kota-l Kota
Pontianak ini adalah sebagai berikut:

Konsep Pengembangan Fungsi Kawasan; untuk mengapresiasi fungsi
strategis kawasan dalam kedalaman fungsi segmenfblok dan fungsi
koridor, yang mencerrninkan dinamika fungsi kawasan yang
membangkitkan makna kegiatan kawasan.
Konsep Struktur Peruntukan Lahan; untuk merumuskan struktur
kawasan yang akan dikembangkan dalam bentuk penetapan alokasi
penggunaan dan penguasaan lahan/tata gqna lahan berdasarkan
ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah.
Konsep Intensitas Pemanfaatan Lahan; untuk memberikan arahan
pembangunan dalam pemanfaatan lahan agar fungsi kawasan mencapai
nilai optimal dalam perkembangannya.

a.
b.
c.
d.

e.

i.
j.

a.

b.

c.



d. Konsep Tata BangUnan; untuk mempertajam d"l"f pembentukan

struktur ruang kawasan yang baik, yang merupakan komposisi antara

ruang terbuka dan ruang 
-terbangrrn sebagai dasar.- terbentuknya

morfJtogi kawasan. KonsEp ini meliputi: unsur nilai kesatuan'

keseimbang;;,;i;.tri, sirkuiasi yattg baik, dan tata fisik yang harmoni'.

e. Konsep Sirkulasi dan Jalur Pen[hubung; untuk mendapatkan berbagai

arahan pola pergerakan yan{ terintegrasi dan mendukung fungsi

kawasan nfnf,, miliputi: p.j"f"" kaki, sepeda, maupun berbagai moda

transportasi yang diijinkan masuk dalam kawasan atau melintas di

wilayah kawasan.
f. Konsep Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan; untuk mendapatkan

sistem aksesibilitas infra"t ,rkt r yang mrarr, dan mencukupi terhadap

tuntutan fungsi kawasan yang "r.* berkembang di masa yang akan

datang. SistEm dimaksud mengacu pada masterplan pelayanan

infrastruktur Kota Pontianik dit"itk'"tt dengan pola

penanganan/ perbaikan kualitas kawasan RTBL'

g. Konsep Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hrjau; untuk mendapatkan

ruang publik yang mendukung fungsi -sosial, 
dan fungsi pelestarian

lingkungan-il; t.rpadu deng"" 6,,g*i ekonomi dan wisata budaya'

h. Konsep T"6 rciraliias f,ingtingan; 
-untuk mengintegrasikan berbagai

kebutuhan hubungan kauJafitaf nsit tingtcungan yang terintegrasi dan

mampu mendukung fungsi kawasan RTB[; sepirti seperti.tata informasi'

tata wajah/i"""i","natal halaman dan pagar dan aspek lain yang terus

dikembangkax sesuai dengan kebutuhan'
i. Konsep Sistem Mitigasi d"rr".rr"; untuk memberikan arahan terkait

dengan kejadian kebencanaan yang harus dilakukan baik dalam

penyedia"ri *u,r"rra dan pr""rr.rt mitigasi bencana maupun prosedur

mitigasi bencana.

BAB VI
RENCANA[,MUMDA!{PANDUANRANCANGAIT

Pasal 9

Konsepsi perpetakan lahan pada kawasan perencanaan dibedakan menjadi 2

(dua) hal yang menjadi dasar implementasi rencana kawasall RTBL' yaitu

perpetakan lahan beirpa sistem ".g*"ttt7blok 
yang merupakan gabungan dari

ilt-"r"p" persil, a"" p.irpetakan lahan berupa sistem kapling/persil'

Bagian Kesatu
Rencana Pengembangan FuJgsi Segmen/Blok dan Fungsi Koridor

Pasal 1O

Fungsi Kawasan RTBL dikelompokkan dalam beberapa segment/blok, yaitu :

(1) Segmen 1

a. Blok ini sebagian besar diperuntukan bagi Ruang Tglbyka Hijau (RTH)'

dan di "rp"i:""g 
tepian- Sungai Kapuas akan dilakukan penataan

sesuai dengan konsep waterfro-nt cit51 dan fungsi penunjang sebagai

fasilitas.rr,ir* (Taman Alun Kapuas), area parkir dan plasa terbuka'

b. Batasan dari blok ini diantaranya'sebelah utara dan sebelah timur

berbatasan dengan sungai Kapuas, sementara di sebelah selatan

berbatasan denfan Jl. dardan- Nadi dan sebelah barat berbatasan

dengan Jl. Rahadi Usman'



(21 Segmen 2
a. Blok ini diperuntukan bagi area gudang dan bangunan- komersil yang

terdiri dari fasilitas gudang, fasilitas komersil, koridor hiiau dan area

parkir.
b. Blok ini berbatasan dengan Taman Alun Kapuas di sebelah utara'

sebelah selatan Jl. Kapten Marsan, sebelah barat Jl. Tanjungpura dan

sebelah timur Sungai KaPuas'
Segmen 3
a. Blok ini diperuntukan bagi area gudang dan bangunan- komersil yang

terdiri dari fasilitas gUdang, fasilitas komersil, koridor hijau dan area

parkir
b. Blok ini berbatasan dengan Jl. Kapten Marsan di sebelah utara' sebelah

selatan;r. cusii Ngurar;nai, sebeiah barat Jl. Tanjungpura dan sebelah

timur Sungai KaPuas.
Segmen 4
*. 

"gtot ini diperuntukan bagi area gudang dan bangunan

terd.iri dari fasilitas gudang, fasilitas komersil, koridor

(3)

(4) komersil Yang
hrjau dan area

(s)

parkir
b. Blok ini berbatasan dengan Jl. Gusti Ngurah Rai di sebelah utara'

sebelah selatan Jt. Serayu, sebelah barat Jt. tu.tt3t'ngpura dan sebelah

timur Sungai KaPuas.
Segmen 5
a. Blok ini merupakan area pedestrian mall dan pasar yang terdiri dari

shelteredpedestrianmalldanfasilitaskomersil
b. Blok ini berbatasan dengan Jl. Serayu di sebelah utara, sebelah selatan

Jl. Batan*kr*iB*at, se-belah baraiJl. Tanjungpura dan sebelah timur

Sungai KaPuas.
Segmen 6
a. Blok ini merupakan area pedestrian mall dan pasar yang terdiri dari

sheltered pedestrian mall dan fasilitas komersil
b. Blok ini berbatasan dengan Jl. Batanghari Barat di sebelah utara'

sebelah selatan Jl. Asahan, sebelah barat Jl. Tanjungpura dan sebelah

timur Sungai KaPuas
Segmen 7
a. Blok ini diperuntukan bagi area gudang dan bangunan lgmersil yang

terdiri dari fasilitas gudang, fasilitas komersil, koridor hljau dan area

parkir.
b. Blok ini berbatasan dengan Jl. Asahan di sebelah utara, sebelah selatan

Jl. Indragiri Barat, sebElah barat Jl. TanjungpLlra dan sebelah timur

Sungai KaPuas
SegmenS ., 7 -._--_--_r-,.

". 
"gtok ini diperuntukan bagi bangunan komersil dan permukiman yang

terdiri dari pelabuhan kapal, ri"itit"" komersil, area hunian' koridor

hrjau dan are Parkir.
b. Blok ini berbai"".r, dengan Jl. Indragiri Timur di sebelah utara, sebelah

selatan Jl. Mahakam II, sebelah birat Jl. Tanjungpura dan sebelah

timur Sungai KaPuas
Segmen9 i rr i , _^^-.-_,r-.

". 
"gtok ini diperuntukan bagi bangunan komersil dan permukiman yang

terdiri aari petauuhan ka:pal, riuilit"* komersil, area hunian, koridor

hijau dan are Parkir.
b. Blok ini berbatasan dengan Jl. Mahakam II di sebelah utara' sebelah

selatan;f. p"ngurr**, se6ehh barat Jl. Tanjungpura dan sebelah timur

Sungai KaPuas

(6)

(7)

(8)

(e)



(1O) Segmen 10
a. Blok ini diperuntukan bagi bangunan komersil dan permukiman yang

terdiri d;;i felabuhan {"}"r, ri"ilit." komersil, area hunian' koridor

hijau dan are Parkir.
b. Blok ini berbatasan dengan Jl. Pangsuma di sebelah utara' sebelah

selatan .li. garito, sebelJh barat .11. Tanjungpura dan sebelah timur

Sungai KaPuas
(11) Segmen 11

a. Blok ini diperuntukan bagi bangulan komersil dan permukiman yang

terdiri d;ri pJ"Orrf,"" t"?rf, fi"itit"* komersil, area hunian' koridor

hijau dan are Parkir'
b. Blok ini berbatasan dengan Jl. Barito di sebelah utara, sebelah selatan

Jl. Martapura, sebelah birat Jl. Tanjungpura dan sebelah timur Sungai

KaPuas
(12) Segmen 12

a. Blok ini diperuntukan bagi area permukiman yang terdiri dari area

hunian dan koridor hijau'
b. Blok ini berbatasan dengan Jl. Martapura Baru di sebelah utara' sebelah

selatan Jl. Paralel.lembatan, sebelah barat Jl' Tanjungpura dan sebelah

timur Sungai KaPuas. 
pasal 11

Fungsi Kawasan RTBL secara taktis juga dimaknai dalam jalur koridor- koridor

tertentu yaitu t.'',o 
rr,.-rnakan Jalan Tanjungpura yang terdiri

(1) Koridor A yang merupakan area sepal{ang '

dari Fasilitas Komersil dan Koridor Hijau'
(2) Koridor e yang merupakan area ".burtj.ttg 

Jl. Sultan Muhammad yang

terdiri dari Fasilitas Komersil, Fasilitas g"arr.rg parkir dan fasilitas gudang'

(3) Koridor c varrg merupak.r, *r"" tepi stlngai kapuas yan-g terdiri dari Ruang

Terbuka Hijau, Area Parkir, Plasa Terbuka, Dermaga, Pelabuhan Kapal'

Bagian Kedua
Rencaaa Struktur Penrntukan Kawasan

Pasal 12

(1) Rencana struktur peruntukan kawasan RTBL sebagai Kawasan Strategis

Ekonomi Kota 1 secara mendalam dibagi dalam 2 .bentuk struktur

peruntukan lahan; yakni struktur peruntukan lahan makro dan struktur

peruntukan lahan mikro.
(2) Rencana struktur peruntukan lahan makro, seluruh area perencanaan

kawasan nCnl dibagi ke dalam 4 (empat) struktur fungsional utama, yakni :

a. Blok Revitalisasi Kawasan pusat Perdagangan Lama (cB.D*central

business iit ial dengan fungsi "**p.rt"n 
(mixtsedl; -sebagai 

strategi

utama dalam mewujuJkan visi pengembangan kawasan RTBL'

b. Pembentukan ruallg publik yang-dinamis melalui penciptaan Ruanq

Terbuka Hijau Dan-Nbn Hijau;sJfagai strategi pengembangan potensi

simpul d"n".lalur {Node and-Pathl di Kawasan untuk menciptakan ruang

terbuka ,"r* sesuai dengan kebutuhan wujud kawasanRTBl di masa

yang akan datang.
c. Pengembangan Lahan Area Tepi Sungai. Kapuas; sebagai strategi untuk

pem-bentukin vista kawasan yang spesilik tepian sungai, yang mampu

*"*barr;ki1t"" sensasi wisafi bagi warga kota. Menjadikannya sebagai

buffering atas proses revitalisasi tungsi kawasan yang berjalan' y9g
berbentrlk; promenad.e,jalur p"rg"ru.k"tt pejalan kaki, tata hijau, dan

kelengkapuo to*,tg publik (street funtiturel'

l0



d. Pengembangan Fungsi Permukiman Tradisional yang adaptif terhadap

kondisi ekJsting tepian sungai (Kampung Air); .sebagai strategi tata

hubung (tinkage system) terhJdap misi wisata tepian sungai di wilayah

permukiman.
(3) Rencana struktur peruntukan lahan mikro, diarahkan dalam 2 (dua)

peruntukan utama Yakni :

a. Peruntukan Lantai Bangunan; sebagai tanggapan atas meningkatnya

kebutuhan fungsi ruang secara' vertikal, untuk memenuhi perkembangan

kebutuhan layanan di tingkat kawasan RTBL'

b. Peruntukan Tertentu; sebagai tanggapan atas meningkatnya kebutuhan

keragaman- piiifr"" 'usahJ perdagangan dan wisata budaya' serta

fungli_fungsi akomodasi terkait di kawasan RTBL.

(1)
(21

(3)

(4)

(s)

(6)

{71

(8)

Bagian Ketiga
Reucana Intensitas Pemanliaatan lahan

Pasal 13

Ketinggian bangunan pada segmen lmaksimal adalah 1 lantai'

Ketinggian bangunan pada segmen 2 maksimal adalah 2 lantai' dianjurkan

2 larttar.
Ketinggian bangunan pada segmen 3 maksimal adalah 3 lantai, dianjurkan

2larfiai.
Ketinggian bangunan pada segmen 4-5 maksimal adalah 3 lantai'

dianjurkan 2lantal
Ketinggian bangunan pada segmen 6 maksimal adalah 4 lantai, dianjurkan

2lantai.
Ketinggian bangunan pada segmen 7 maksimal adalah 4 lantai, dianjurkan

2 lantar.
Ketinggian bangunan pada segmen 8 maksimal adalah 3 lantai, dianjurkan

2lantat.
Ketinggian bangunan pada segmen 9 maksimal adalah 3 lantai, dianjurkan

10 maksimal adalah 3 lantai,

maksimal adalah l-2 lantai.
maksimal adalah 1.-2 lantai.

2lantai.
t9) Ketinggian bangunan pada segmen

dianjurkan 2 lantai.
(1O) Ketinggian bangunan pr9. segmen 11

it ti x"titsgra* bangunan pada segmen 12

Pasal 14

(1)KLBpadasegmenl,maksimaladalahl.6,dianjurkanl.6.
iri KLB pada *.f*., 2 , maksimal adalah 2.4, dianjurkan 1.6

isi KLB pada ""f*.r, 3, maksjmal adalah 2'4, dianjurkan 1'6 
-

ioi KLB pada 
""f,,r"r, 

+_5, malsimal adalah 2.4, dianiurkan 1.6

isi KLB pada ""[*.., 
6, maksimal adalah 2.4, dianiurkan 1.6

tOi KLB pada ""f*.r. 7, maksimal adalah 2'4, diat4urkan L'6

iii kt e p.a^ ."!*"., g, maksimal adalah 2.4, diariurkan 1.6

isi KLB pada 
""f,*"rr 

g, maksimal adalah 2.4, dianjurkan 1.6_

ini KLB pada ".[r*r, lb, maksimal adalah2.4, dianjurkan 1.6

irbl xr,g pada ""f*"r, 11, maksimal adalah 1.6, dianjurkan 1.6

irrj xr,e pada ""!*., 12, maksimal adalah 1'6' dianjurkan 1'6

(1)
(21

(3)

Pasal 15

KDB pada Kawasan Ruang Terbuka adalah O - 2Ao/o'

KDB pada Kawasan Perdagangan adalah 8O%'

KDB pada f"*"*", Perda[angan dan Permukiman adalah 4O-7OV''

l1



t4) KDB pada Kawasan Permukiman adalah 7O-8Oo/o'

Bagian KeemPat
Rencana Tata Bargunan

Pasal 16

(1) Garis sempadan Muka Bangunan pada koridor Jl' Tanjungpura adalah

sebagai berikut:
a. segmen Jln. Bardan Hadi - Jln. Gusti Ngurah Rai = L6'5 m dari as

jalan;
b.SegmenJln'Barito-ParitTokaya:2!'Omdariasjalan;
c. Segmen blok bangrr"u" t"ma leksisting) = berkisar antara 10'5 m

adalah 7 m.
(4) Garis Sempadan Muka Bangunan pada koridor Jl' Kapten Marsan minimal

adaJah 7 m.
(5) Garis sempadan Muka Bangunan pada koridor J1' Gusti Ngurah Rai

minimal adalah 7 m.
(6) Garis sempadan Muka Bangunatt p1d3 koridor Jl' Barito minimal adalah

5,6 m a"ri "*l"fln 
(sisi timrir) dan tO,S mdari as jalan (sisi barat)'

{Tl Garis Sempaian Muka n.n-gutt* pada koridor Jl' Indragiri Barat dan

Indragiri Timur minimal adalah 5 m'
(s) Garis sempadan Muka eangunln 

-p1da 
koridor Jl' Batanghari Barat dan

Batanghari Timur minimal adalah 5,0 m'
(g) Garis Sempadan Muka e""gu";n pada koridor Jl' Asahan minimal adalah

7,O m.
(1O) Garis sempadan Muka Bangunan pada koridor Jl' Serayu minimal adalah7

m.
(11) Garis sempadan Muka Bangunan pada koridor Jl' Mahakam minimal

koridor Gg. Kamboja minimal

hingga 14,5 m dari as jalan'
(21 Garis SemPadan Muka Bangunan

minimal adalah 11,5 m'
(3) Garis SemPadan Muka Bangunan

pada koridor Jl. Sultan Muhammad

pada koridor Jl. Bard'an Nadi minimal

ditetapkan sebesar minimal 1O m dari tepi

Pasal 19

adalah 7 m.
(12) Garis Sempadan Muka Bangunan pada

adalah 12, m dari as jalan' 
pasal 17

untuk itu sempadan samping dan belakang bangunan ditenlukan minimal

selebar 2 meter. Sedangkan pada setiap penambahan lantai jarak bebas di

atasnya ditambah O,5 }retei a"ii jarak bebas lantai dibawahnya' Hal ini

bertujuan untuk menjaga penghaivaan 9", pencahayaan masing-masing

bangunan dan keamani.n a"" keJehmatan bangunan.Selain itu ruang tersebut

dapat digunakan untuk jalur sirkulasi internal kavling dan jalur darurat apabila

terjadi kebakaran 
pasal lE

Garis Sempadan Sungai KaPuas
kiri*kanan Sungai KaPuas.

(1) Elevasi/peil lantai dasar dengan ketinggian 5o cm ditentukan bagi seluruh

bangunan pada kavling *tlo. Ketentuan ini dibuat untuk kepentingan

pejalan kaki dengan tujuan untuk memberikan kedekatan secara fisik dan

viiuaf dengan bangunan yang dikunjungr atau dilewati.

t2) Elevasi/peil lantai?"".. a"tt["tt ketinggian 75 cm ditentukan bagi seluruh

bangunan pada kavling hunLn ..r*rh deret dengan t'j"9' agar tercipta

pembedaan yang jelas antara ruang dalam dan ruang luar hunian sehingga

t2



konsep privat-publik dapat terjaga sehingga fungsi hunian sebagai tempat

tinggal dapat berjalan dengan baik'
(3) Elevasi/peit,iantai dasar d;;g"" kelnggran 1OO cm ditentukan bagi:

a. seluruh ;;*; pada blok bangunan khusus yang terdiri 
- 
atas

bangunan sulut aanUangun* *"y":plpendamping bangunan sudut;

b. bangunan Peribadatan;
c. seluruh bangunan pada area komersial'

Pasal 2O

Orientasi bangunan di sepanjang koridor ini ditetapkan ke arah muka' atau

tegak lurus menghadap ke jalan.-Bangunan yang terletak di atas kapling yang

miring terhadap jalan tetap dianjurkan ^8?r 
*"*ltttgUn sisi muka yang sejajar

jalan. Untuk b*ig";;U"t"a" .ii "i"i 
p"i*ilgangan jalan bangunan sudut

dianjurkan rrrt f,*"nghadap t" iua 
"r.frirt.tr.*S""Lt" 

detail rencana orientasi

bangunan adalah:
a. Bagian belakang bangunan yanq berbatasan dengan permukiman'

orientasi";" ig" harus"diarahkan te permukiman' Artinya' pada bagian

tersebut harus dibuat rancallgan dengan akses dan bukaan menghadap

ke arah p"r*rrt i*an. fiaak-a"iperkenlnkan membuat tembok pasif atau

pagar yang membelakangi permukiman tersebut;

b. Bangunan yang dikelilingi oleh jalan, maka orientasinya diarahkan ke

***irrg-*asinglalan yang mengelilinginya;
c. Bangunan-bangun.r, y.r'g ai"tlfrf.."ri"etagai identity di pertemuan jalan'

orientasi 
--b;;gi"an -dari atap bangunannya agar dipertimbangkan

terhadap kesituan komposisi b".tg,rt tt dan ruang luar di sekitar

pertemuan jalan tersebut;
d. Arah pandangan suatu orientasi, sedapat-- mungkin mengarah pada

tempat-tempat yang penting atau ,"**i dikunjungi masyarakat' Jadi

tidak t anya3at""-:"r"" utaria yang tgrlefak di depan bangunan saja yang

bisa dijaiif.rr, "r"h 
orientasi, t tlpi lokasi lain yang memiliki potensi

untuk diddik; sebagai media orientasi juga dapat digunakan.

Pasal 21

Bentuk dasar bangunan dipertimbangkan dari berbagai segi, b1k 
".9q

kebutuhan ro"rrgrry"" sendiri 
-"t"" pun"dari ekspresi budaya dan nilai-nilai

arsitektu, *.t L[r]t *".r"iptakan "it., kawasan sebagai salah satu pusat

perd.agangand'ikawasanp",t.ot."''Pontianakdengan""ryli^.1.:"i11:
perrautcurgryr, rancangan brrtgu.t.tt di dalam kawasan perencanaan lnl

fuenjadi "J"i, satu fakt* y".tg pJnting yang perlu diperhatikan.

Parsal 22

Penetapan bentuk dan posisi massa bangunan harus mempertimbangkan

bahaya banjir. Oleh karena itu rencana tataletak massa bangunannya adalah:

a. sederhana, cenderung simetris, seragam dan membentuk satu kesatuan;

b. sisi panjang bangunan tegak lurus terhadap garis sungai untuk kawasan

sekitar Jl. Sultan Muhammad;
c. untuk kawasan selain kawasan sekitar Jl. Sultan Muhammad bentuk

susunan massa bangunan diarahkan berbentuk perimeter blok'

Pasal 23

selubung bangunan diharapkan memberikan kesan khusus terhadap kawasan

ini, sehingga mampu memberikan suatu pemandangan tersendiri bagi yang

melihatnya, selain itu perlu aip"iti*U.rgk'.tt ornamen-ornarnen yang dipakai

supaya ai*."r*it* dengan lingkungan setempat. Selubung bangunan harus

13



mencirikan kualitas rancangan arsitektur tropis-basah' yang dirancangkan

dalam kualitas bukaan penghaw."" a"" cahaya, bentuk atap serta material

finishingyangtahanterhadappanasmataharidanudaralembab.

Pasal 24

Garis langit merupakan garis titik tertinggi bangunan y3tg terbentuk oleh

perbedaan k"tirggi*t, *i"irrg-*asing bangunan pada tiap-tiap zofla yang

direncanakan. pe?fleaaan ketinggian iii Uertu.luan untuk menciptakan suasana

ruang yang *".r"tif. dan tidak-monoton' Karena dengan terbentuknya garis

langit yang tepat terjadi kesan ruangan yang dinamis'

Pasal 25

Rencana arsitektur bangunan mengembangkan langgam (gaya) arsitektural

khas Kalimantan Barat, lebih diutariakan Ornamett Melayu yang disesuaikan

dengan kemajuan teknologi. p"t"t"pannya.d??"t dilakukan seperti pada street

furnifires dan u.rrgrn.n-u"rrgu"""'komersial-b"tt''p" detail-detail yang bersifat

aksentuasi.

Pasal 26

Peraturanbangunanberkaitandengankolleppenggunaanbahanbangunan
eksterior untuk Kawasan Perencalaan dibuai dJngan mempertimbangkan

karakter furrgg"* *sitektur lokal meliputi pengembangan ornamen 
' fasade dan

sebagainya yang bercirikan "ot"f. 
fof."t. Untut< bah; bangunan diupayakan

menggurlakan 6anan dari *"i"ti"f yang kuat dan tidak rentan terhadap

bencana alam d;;;; memperhatikan ketentuan corak lokal.

Penggunaan bahan bangunan diupayakan semaksimal mungkin menggunakan

bahan bangunan lokal/kayu, baharr bangunan produksi -dd"T negeri/tempat'

dengan kandungan lokal minimal 600/o- Pergguttaan bahan bangunan harus

mempertimbangkan keawetan dan keiehatan dalam pemanfaatan

bangunannya. Bahan n"rgun.n yang -dipergunakan 
harus memenuhi

syarat-syarat teknik sesuai 
-d."g"""furigsinya, ieperti yanq dipersyaratkan

dalam Standar Nasional Indonesla (SNI) ientang spesifikasi bahan bangunan

yang berlaku.

penggUnaan bahan bangunan yang mengandung racun atau bahan kimia yang

berbahaya, harus m!na.p.1t l"tomittdasi dari instansi terkait dan

dilaksanakan oleh ahlinya. Pengecualian penggUnaan menggunakan bahan

bangunan lokal/kayu, bahan banlunan produksi dalam negeri/tempat' dengan

kandungan lokal minimal 6oo/ohairs *"ttd.pat rekomendasi dari walikota atau

pejabat lain Yang ditunjuk.

Pasal2T

signageatau tanda untuk kawasan perencanaan direncanakan sebagai berikut:

a. Identitas, sebagai pengenalikarakter lingkungan -dan sebagai titik
referensiiorientisi pergerakan masyarakat dapat berupa Landma*'
Rancangan tanda ,r.rtit identitas iingkungan ini untuk setiap blok

berbeda]U"a*, namun dapat menjadi bagian dari rancangan bangunan'

b. Nama e;gu""", membJri tanda identilas suatu bangunan yang daqat

diUarengia?"g"" petunjuk jenis kegiatan yang ada di dalamnya' Jenis ini

dapat d;p;;ap; identitls, atar-itulisan yang ditempgl pada selubung

bangunan. 
- 
Tanda untuk nama bangunan tidak boleh mengganggu
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pandangan terhadap kualitas selubung bangunan, tidak boleh

melebihi/ mengganggu domain publik'
c. petunjuk SirkrtasiJeuagai r"*b, latu-lintas, sekaligus sebagai pengatur

dan pengarah dalam pergerakan. Untuk rambu-rambu lalu lintas

disesuaikandenganstandardbentukdanpenempatannya.-
d. Komersial/Reklalne, sebagai publikasi "o: suatu produk, komoditi' jasa'

profesi atau pelayanan terteniu. Jenis ini dapat berupa papan tiang' ikon'

menempel pada bangunan, baliho, spanduk umbul-umbul dan balon'

Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan adalah: Estetis dan

pemasangannyatidak*",,gg.',ssu-kSmanandankeselamatanserta
konstruksinya memenuhi #di teknis. Pemasangan reklame dalam

persil tidak boleh melewati batas Rumija (Ruang Milik Jalan)'

konstruksinya kuat dan ukurannya tidak- merusak selubung bangunan'
pada koridor jalan dan ruang luar lainnya harus estetis' dapat

memperkuat iientitas fi"skun;a, da:r tid;k merusak konsentrasi

pemakai jalan. Pada *eai"t h"anya dipasang reklame yang bersifat

sementara pada tiang lampu yang telah disediakan'

e. Informasi, sebagai tempat untuk informasi kegiatan atau

keterangan-keterangan t ondisi/keadaan lingkungan' paPln informasi

yang menerangkan ked.udukan kawasan serta informasi lingkungan

diletakkan pada setiap blok berdekatan dengan tempaL pemberhentian

kendaraan lhatte. Papan informasi ini dapat iekatigus digunakan untuk

menempelkan koran umum.

Pasal 28

Jika diindikasikan terjadi penurunan kualitas bangurrarr l lingkungan maka

diberlakukan upay* .rrrtok-mengembangkan penanganan terhadap bangunan

dan lingkungan meliPuti:
a. proses [Jrbqn Reuitalization meliputi upaya revitalisasi bangunan

mengingat nilai history bangunan yang {"ggt atau memiliki nilai sejarah

yang berguna bagr penfemb"ng* kawasan maupun nilai ilmu

pengetahu"an atau t<a"ting blngunan memiliki fungsi yang strategis'

b. Proses Urban Rerrcwal meHf,uti upaya memperbarui fungsi kavling

banguna" p"a" kavling lama yang disebabkan oleh kondisi bangunan

yan; tehh mengalami penurunan kualitas sehingga diharapkan dengan

adanya p"*rgrlan akan dapat dimanfaatkan fungsi kavling yang dapat

dimanfaatkan-sebagai kavling bangunan yang lebih baik'

c. Proses penertiban bangunanLetputi *p"y" pemugaran terhadap kavlin-s

bangunan yang mempunyai plrmasalahan bangunan akibat tidak

memenuhi lietentu".t p"ngembangan bangunan yang ada'

Pasal 29

Pengembangan bangunan di kawasan perencanaan direncanakan untuk
pen[emb..r["r, bangunan y?.g memenuhi persyaratan- bangunan yang

memberikan kenyairanan 
- dan keamanan bagr penghuninya. Adapun

persyaratan bangunan yang harus dipenuhi meliputi:
a. PersYaratan Kesehatan

1) Ventilasi
a) setiap bangunan rumah tinggal harus memiliki ventilasi

b) Ventiiasi alimi harus terdiri dari bukaan perrnanerrt, jendela, pinlu'
atau sarana lainnya yang dapat dibuka sesuai dengan standar

teknis Yang berlaku
c) Luas vlntiLsi alami diperhitungkan minimal seluas 5 7o dari luas

lantai ruangan Yang diventilasi'
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d) Sistem ventilasi buatan harus diberikan jika ventilasi alami yang ada
tidak memenuhi persyaratan. Penempatan fan pada ventilasi buatan
harus memungkinkan pelepasan udara secara maksimal dan
masuknya udara segar, atau sebaliknya.

e) Bilamana digunakan ventilasi buatan, sistem tersebut harus bekerja
terus menerus selama ruang tersebut dihuni.

0 Penggunaan ventilasi buatan harus memperhitungkan besarnya
pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruang
dalam bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis yang
berlaku

2l Pencahayaan
a) Setiap bangunan harus rnemiliki pencahayaan alami dan/atau

buatan sesuai dengan fungsinYa.
b) Penerangan alami dapat diberikan pada siang hari untuk rumah dan

gedung
c) Untuk penerallgan malam hari digunakan penerangan buatan
d) Perencartarrt sistem pencahayaan diarahkan dengan menggunakan

lampu hemat energi dengan menggunakan kebrrtuhan dan
mempertimbangkan upaya konservasi energi pada bangunan
gedung.

b. Persyaratan Kenyamanan
1) Sirkulasi Udara

a) Setiap bangunan diharuskan untuk memberikan pengaturan udara
untuk menjaga suhu udara dan kelembaban ruang

b) Sistem sirkulasi udara ini bisa diarahkan untuk dilakukan di
dinding dan ataP bangunan

2) Pandangan' 
a) Perletakan dan penataan elemen-elemen alam dan buatan pada

bagian bangunan mau pun ruang luarrqra untuk tujuan melindungi
hak pribadi.

b) Perleta.kan bukaan pada bagian-bagian persimpangan jalan agar
pengguna jalan saling dapat melihat sebelum tiba pada
persimpangan.

3) Kebisingan
a) Elemen-elemen alami berupa deretan tanaman dengan daun lebat,

atau elemen buatan berupa pagar dapat mengurangi kebisingan
yang diterima oleh penghuni di dalam bangunan-

b) Ferletakan elemen-elemen alam dan buatan untuk
mengurangi/meredam kebisingan yang datang dari luar bangunan
dan luar lingkungan.

4) Getaran
a) Penggunaan material dan sistem konstruksi bangunan untuk

meredam getaran yang datang dari bangunan lain dan dari luar
lingkungan.

b) Bangunan-bangunan baru berlantai dua ke atas konstruksinya
harus memperhitungkan bahaya getaran terhadap kerusakan
konstruksi dan elemen bangunan.

c. Persyaratan Struktur Bangunan
1) Bangunan Bawah

a) Banguttr.n bawah harus malnpu mendukung semua beban yang
diteruskan oleh struktur atas tanpa mengalami penurunan yang
berlabihan.

b) Bangunan bawah direncanakan sedemikian rupa hingga bila terjadi
penurutnan akan bersifat merata-
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c)Bangunanbawlhharusdiberifaktorkeamananyanglebihbesar
dibandingkan uangunan atas untuk menghindari kegagalan

struk;?""g dini, [tr.r""u"Va akibat terjadinya suatu bencana'

2) Bangunan Atas
a)Bangunanatasharusmampumendukungsemuabebantanpa

menialami lendutan yang berlebihan'
b) Bangunan atas frrrr* ai.ncanakan sedemikian rupa hingga bila

terjaii keruntuhan akan bersifat daktail'

Bagi'an Kelima
RencanaSistemsirfuhsidanJalurPeaghrrbung

Pasal 3O

(1) Sirkulasi pada kawasan perencanaan harus membedakan dengan tegas

sirkulasi untuk kendaraa" J". sirkulasi pejalal k#:.^Di samping itu'

sirkulasi tersebut tetap dalam satu sistem y#g inteorqti{ antara sirkulasi

internal duor ekstental bangunan, antara p"*it""i (pelaku kegiatan) dan

sarana transportasinya. pertemuan antara keduanya (pemakai dan alat

transportasi) ada pada ,"*p"t palkit dan halte sedang perpotongan antar

t"au.rrya akan diiencanakan fasilitas zebra cross.

(2) Sirkulasi lalu lintas di kawasan perencanaan masih tetap dipertahankan

untuk dua arah dengan p"*i*"rt ir""q berupa median untuk Tanjungpura'

sedangkan untuk .latan sultan Muhammad, Jalan Bardan Nadi' Jalan

Kapten Marsan, dan Jalan nn.fr"f."* sirkulasi Gndaraan direncanakan dua

jalur tanpa *"ai"t jafan' Untuk jaringan.i+?" T"'li:g,pira dari mulai

persimpan-"" a.rg.r, ;ar"r, n"taan -Nadi hingga persimpangan Jalan

Pangsum" air"rr"*r""tan "irkulasi 
satu arah, hal t6isebut disebabkan untuk

kelancaran akses keluar kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4

trr {]Hr?t)*i.k lu.ui jalur.kendaraan pribadi tidak berubah dan rebih fleksibel

untukmencapaitu.iuandengantetap-memperhatiJ<alrambu-rambu
lalu-lintas dan kelengkapan keridaraan. kendaraan berbadan besar seperti

bis dan truk hanya dapat melintas dan melakukan aktivitas bongkar-mu-at di

Jalan Gusti Ngurah Rai, J;lan Sera5ru, Jalan Batanghari, Jalan Asahan'

Jalan rnaragiri?.r, i.t.tt1 alan lingkungan lainnya pada j am-j am tertentu'

{4) Untuk "i.t 
uiasi ("*") "rr!k 

t*r, ,*rr* untuk kawasan perencanaan adalah

Jalan TanjungPura.
(5) Sedangkan "iit t*"i bagi pejalan pejalan,kaki berada pada dua sisi jalan

yang berupa jaringan pedeitrian *ig". Untuk memberi kenyamanan dan

keamanan ffit f"f"f., f."gi"i*, riaka- jalur-jalur sirkulasi dilengkapi

dengan etenrin-elemen f.totSrrt jalan (rambu-rambu lalu-lintas)'

elemen-elemen pengarah, "i"*"ri 
peratot ruang luar serta peneduh pada

fasilitas sirkulasi pejalan kaki'

Pasal 31

Jaringan jalan di kawasan perencaan adalah sebagai berikut.
a. Jalan TanjungPura

Jaringan- i"f":, untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor Jl'
Tanjungpura adalah jalan arteri pti*"t dengan status jalan nasional'

Jalan t"rrjr"spura irii juga merupakan kawasan pusat pelayanan- kota

yang melayani Kota Pontiirak, yang terbagi ke dalam 2 jalur dan 4 lajur'
pembatas"antara jalur direncan.l*t dengan lebar median 2 meter'

Pembata. "rrt"r" 
jalur difungsikan untuk pepohonan dan perabot jalan'

Akses ke kavlingfUu.rrgrrrran"dari jalan diupayakan secara terbatas dan

dapat dilakukan terpadu secara bersama-sama bagi beberapa kavling bila
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b.

c.

memungkinkan. Akses masuk kavling minimal berjarak 3o m, dianjurkan

>3ometerd.aripersimpangan.Apabilakurangmemungkinkanmakaletak
akses tersebut dli;iltk;" p"a" ,r:ung sisi-muka yang pating jauh dari

tikungan.
Jalan Sultan Muhammad
Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor Jl' Sultan

Muhamm*a ,a*i.tr jalan lingirurigan sekunder dengan status ]alan Kota'

Jalan Sultan Muhammad direncJrr,t t.t terbagi ke dalam 2 jalur selebar

13,4 m dimana satu jalur dikhususkan untuk kegiatan loadirry-unloading

perdagangan dan p"rg"q"lgan. Tidak terdapat pembatas antara jalur

V*g ditett"urrakan Pada jalan ini'
Jalan Bardan Nadi
Jaringan jalan Untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor Jl' Bardan

Nadi adalah jalan lingkungan sJkunder dengan status jalan Kota' Jalan

Bardan Nadi direncinakan terbagi ke dalam 2 lajur dan 1 jalur

*."irg-*a*ing- 6,2 m. Tidak terdapat pembatas antara jalur yang

d"irencanakan Pada jalan ini'
d. Jalan KaPten Marsan

Jaringan jalan untuk sistem petgerakan kendaraan di koridor Jl' Kapten

Marsan aa*an jalan linskung; sekunder dengan status -jalan 
Kota,

direncanrt "r, 
i"rUagi ke a,1.',i_Z lajur' yaitY. 1jalur dengan lebar 6'2 m'

Tidak terdapat pembatas antara j"f.rt yangdirencanakan pada jalan ini'

e. Jalan Gusti Ngurah Rai
Jaringan jalari untuk sistem pergerakan kerrdaraan di koridor Jl' Gusti

Ngurah n"i "ai"n 
jahn lingkun[an sekunder dengan status jalan Kota'

direncanakan terbagi ke dalam 4 iajur d?Irt 2jalur dengan lebar 9 m' Tidak

terdapat pembatas Intara jalur yang direncanakan pada jalan ini'

f. Jalan Sera5ru
Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor Jl' Serayu

ini adalah jafan [ngkungan ".tirra"t 
dengan status jalan Kota' Jalan ini

direncanatcan terbJgi kJdalam l jalur dengan lebar jalan 6 m'

g. Jalan Batanghari Barat dan Batanghari fimur
Jaringan j"L, untuk sistem pJrgerakan kendaraan di koridor Jl'
Batanghari Barat dan Batanghari Ti*.". ini adalah jalan lingkungan

sekunder a""S"; 
"tatus 

jalan "Xot.. Jalan ini direncanakan sebagai jalan

yang hanya dilalui hanya satu arah dengan lebar masing-masing sebesar

4 rn.
h. Jalan Asahan

Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor Jl' Asahan

ini adalah jalan lingkung.r, 
"Lmittder 

dengan status jalan Kota' Jalan ini

direncanakan seoalai *1" pedestrian mall dengan lebar sebesar 11'4 m'

i. Jalan Indragiri Barat dan Indragiri Timul
Jaringan jalan untuk sistem per:gerakan-ken$araan di koridor JI' Indragiri

Barat aan tnJr"giri Timur ini alalah jalan lingkungan sekrrnder dengan

status jalan Koti. Jalan ini direncanakan 1 jalur dengan lebar 7'8 m'

j. Jalan Mahakam
Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor Jl'

Mahakam "a"r"r, 
jalan lingkungan iekunder dengan status jalan Kota'

Jalan Mahakam direncanakan te-ruagi ke dalam 4 lajur dan 2.jalur dengan

lebar 16,4 m. Tidak terdapat pembatas antara jalur yang direncanakan

pada jalan ini.
k. Jalan Pangsuma

Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor Jl'
pangsuma ini adalah jalan linglkungan sekunder dengan status jalan
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Kota. Jalan ini direncanakan terbagi ke dalam 1jalur dengan lebar jalan 9

m
1. Jalan Barito

Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor Jl' Barito

adalah jalan lingkungan set<undei dengan status jalan Kota. Jalan Barito

direncanakan tIrbaS ke dalam 4 lajui dan 2 jalur dengan lebar 15 m'

Tidak terdapat pem6atas antara j.lr. yang direncanakan pada jalan ini'

Pasal 32

(u Jalur pejalan kaki harus menerus sepanjang koridor blok perencanaan ini'
khususnya pada pedestrian Jl. Asahan dan Jl. Batanghari.

(21 Jalur p"d."ti.r, di k"*asan perencanaan direncanakan dapat dilalui oleh

penyand.ang cacat sehingga pen€gunaln^lanSga diganti atau dilengkapi

dutgat rtmp (kemiringan ramp di bawah 8O%l'

(3) ;a1ir sirmLsi pedesirian ini harus dilengkapi dengan zebta cross dan

halte, yaitu setiaP j.rak 5OO m'
(4) Jalur iejalan tatci ir.t r" diteduhi oleh deretan pohgn peneduh di sepanjang
' jalan.^glhan material untuk pedestrian tidak licin, dapat menyerap air,

mudah perawatan, kuat dengan motif dan.pola yang sesuai dengan nuansa

lokal. Selain itu jaringan pedlstrian jugadidukung dengan fasilitas-fasilitas

perabot jalan yang mendukung 
- kigiatan pedestrian (kursi, tempat

sampah).
(5) Jalur pejalan kaki pada kawasan penataan RTBL ini dirancang dalam

(1)

(2\

(3)

(4)

bentuk:
a. Jalur pejalan kaki sisi jatan (trotoar) dengan ketentuan ukuran:

1. Trotoar dengan lebar 3 meter meliputi liawasan perdagangan dan jasa

meliputi Kawasan Jl. Tanjungpura'
2. Trotoar dengan lebar 2,5 met6r meliputi kawasan perdagangan dan

jasa meliprti f"*asan, Jl' Sultan Muhammad'
3. Trotoar dengan lebar 2 meter meliputi koridor kawasan yaitu di Jl'

Mahakam.
4. Trotoar dengan lebar 1,5 meter meliputi koridor kawasan yaitu di Jl'

Batanghari, Jl. Indragiri dan Jl' Asahan'
b. Arkade V.it 

'jJrr pe:i'fan kaki dengan penutup yang terdapat pada

sisi-sisi uangunarr. i*.rr pedestrian-berupa arkade diarahkan pada

seluruh sisi bangunan yang menghadap ke ke dalam blok bangunan'

Pasal 33

Penataan sistem parkir di kawasan perencanaan direncanakan dengan

sistem parkir off street.
parkir kendaraan direncanakan terletak di pelataran parkir dalam lahan

uangunan, baik di ruang terbuka maupun di dalam bangunan.
p.t"T"."., parkir dapat- disediakan baik di halaman depan bangunan

maupun di samping maupun di belakang bangunan'
Sistern parkir :.ig" ?"pat ditakukan dengan menyediakan Fantgng-kantong
p"rr.ir dengan-atlesibilias ke segala "r"h 

dan dapat mengakses langsung ke

jalur pedestrian."p"t.t"r., parkir diluar bangunan menggunakan material yang dapat

*"rry"rrp air dan dilengkapi dingan tata vegetasi yang teduh'ts)
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(1)

Bagian Keenam
Rencana Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan

Pasal 34

Pada tahap awal merapikan jaringan listrik kabel udara di sepanjang tepi

jalan maupun yang mlnyeUerang; jalan (utt!*3 lain penyeragaman posisi

ii"rrg, merlpikan fabel y*r,g *"ritu"*t). Kabel_udara yang menyeberangi

3aui'aisy*"tt"r, *.*p""vii tinggi minimum 5 meter di atas permukaan

jalan.
Dalam jangka panjang l2o tahun mendatang) di sepanjang wilaya]r

perencanaan ag; i""igg""akan kabel listrik di bawah tanah' Untuk

*"*p"r*udah 
-pemelihailan kabel tanah bisa menggUnakan shaft khusus

.g* iia* serin! kali melakukan penggalian dan penguruke'. {*g cukup

,#rrggurrggu lal; fintas dan keadaan lingkung€n. Jaringan listrik di bawah

tanah direncanakan di kedalaman 1 * *errgikuti jaringan j-a19 yang adl
dengan menggunakan pipa PVC berdiameter 8" dengan manhole tiap jarak

20 m.
(3) Jalan-jalan lingkungan perumahan di wilayah periphery (khususnya di
' ' wilayair-wilayafr jalan di dalam lingkungan) dalam -tgt"p menggunakan

kabel listrik ,a*.., hanya ditata sed--emikian rupa, sehingga dapat sejajar

dengan koridor jalan.

Pasal 35

(1) Penataan jaringan air bersih di Kawasan perencanaan diarahkan kepada

penempatan jaingan air bersih agar tidak berada dalam deretan yang sama

dengan jarirr[u.., ti"strit dan telepo. y"ttg menggunakan jarilg3" kabel tanah

guna meminlmalkan g*rrggrr.tt p.a" faringin tersebut' Sehingga apabila

suatu saat terjadi kebocoi*tt pip. *Lk kebocoran tersebut tidak akan

membahayakan kabel tanah instalasi yang lain'
(2) Untuk ,6rr"u.rru- jangka panjang pengembangan jaringan perpipaan

menggunakan konsep rumah 
-tumuurr. 

Pada segmen ini pengembangan

jarinlln pipa mengilirrti ruas jalan ag€r mudah dalam pemeriksaan dan

p**Jftrrraan, dengan menggunat<an,nipa primer berdiameter l' 5o-300 mm'

bip^ sekunder beidiameter 1OO-15O mm, dan pipa tersier berdiameter

75-1OO mm, yang ditanam dengan kedalaman 1 m dan lebar 1",5 m'

(21

(u

(21

(3)

Pasal 36

Tingkat pelayanan disesuaikan dengan ketersediaan satuan sambungall

telepon PT. Telkom Yang tersedia.
Jaringan kabel tetepon ldealnya menggunakan jaringan kabef bawah tanah'

Jarinf,an kabel telepon bawah tanah-direncanakan mengikuti rute sisi jalan

guna mencapai pelanggan. Jaringan kabel telepon direncanakan

iitempatkan sicara terpJJu bersamaan dengan kabel listrik di dalam pipa

PVC berdiameter 8" dengan manhole setiap 20 m'

Pasal 37

(1) Sampah dikumpulkan dari bin/tempat sampah dengan kapasitas o,12 m3
'-' ;;g'berasal dari sumbernya irumah tangga, pasar, fasilitas umum dan

jalan) *"rggrr.t "r, 
gerobak dengan kapasitas 1 m3 dan dikumpulkan

dalam Uak sampah/Iransito "ottiuit "t, YanB diletakan .dengan radiu;
400-5oo m. sistem organisasi dan manqiemen pada tahap ini dikelola oleh

masyarakat.
(21 Dai container, sampah kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan

sementara (TPS) atau transfer depo dengan kapasitas 6 m3' Sistem



organisasi dan manajemen pada tahap ini dikelola oleh masyarakat dan

oemerintah.r

(3) bari TpS sampah kemudian dibawa ke Tempat Pembuangln Akhir (TPA)'

Sistem organisasi dan manajemen pada tahap ini dikelola oleh masyarakat

dan pemerintah.

Pasal 38

(1) Rencana pembuatan saluran-saluran drainase harus memenuhi syarat

sebagai berikut:
a. Di dalam tiap-tiap pekarangan harus diadakan saluran-saluran

pembuangan air hujan.
b. Salurarr-ilrr"r, tersebut diatas harus cukup besar dan cukup

mempunyai kemiringan untuk dapat mengalirkan air hgjan dengan baik.

c. Air hlja; yang jatuf, diatas atap harus segera dapa! disalurkan di atas

p.r*.rk".n t#atr dengan pipa-pipa atau dengan bahan lain dengan

jarak antara sebesar-besarnya 25 meter'
d. Curahan hujan yang langsung dari atas atap atau pipa,talang bangunan

tidak boleh jaiuh -t*f,rir [kat.rrg"r, dan harus dialirkan ke bak
peresapan p.a* kapling bangunan bersangkutan, dan selebihnya ke

saluran umum kota.
e. Pemasangan dan perletakan pipa-pipa dilakukan sedemikian rupa

sehinggata"t akan mengurangi kekuatan dan tekanan bangunan'

f. BagiailUagian pipa haru" ai""g.f, dari kemungkinan tersumbat kotoran'
g. pifr-pipa Jd*i* tidak diperkenankan dimasukkan ke dalam lubang lift.

(Z) Sistem 
^jaringan drainase di kawasan perencanaan direncanakan

menggurr-"t 
"ripola 

aliran gravitasi. Secara detail rencana sistem drainase di

kawasan perencanaan adalah sebagai berikut'
a. Sebagai penalnpqng utama aliran air di kawasan perencanaan adalah

sungai.
b. Pada kawasan perencanaan direncanakan menggunakan saluran

sekunder yang birada di kanan-kiri koridor utama Jl' Tanjungpura,
dengan *"t gsuttakan saluran tertutup dengan tinggijagaan o'5 m dan

lebai sebesai6.S m dan dilengkapi dengan bak kontrol atau bukaan yang

sewaktu-waktu dapat dibuka dengan jatak setiap 5O m. Aliran air dari
jalan dialirkan melalui street inlet minimum dengan j".4 setiap 25 m.

c. Saluran drainase tersier direncanakan di Jl. Sultan Muhammad, Jalan

Gusti Ngurah Rai, dan Jl. Barito dengan menggunakan saluran terbuka

dengan ilnggr jagaan sebesar 0.3 m dan lebar sebesar 0,5 m.

Pasal 39

(1) Secara umum air limbah di kawasan perencanaan diklasilikasikan atas air
limbah domestik (rumah tangga) dan air limbah non domestik (fasilitas

umum, sosial, komersial, dan lain-lain)'
(2) Air HmLah domestik terdiri dari sewerage dan sewage. Sewerage merupakan

air buangan yang berasal dari dapur dan kamar mandi, sedangkan sewage

*.r,rp.li.r, air blangan yang berasal dari kotoran manusia (tinja).

(3) Air limbah rumah tangga terbagi menjadi 2 yaitu air limbah aman yang

dapat dibuang langsung ke saluian drainase (graA uat9i, seperti air b9!19

"rli"rr, 
air befas riandi dan air limbah yang harus melalui proses terlebih

d,ahulu (btack watefi seperti air dari wc'
(4) Sistem pengelolaan'uniuk greg water direncanakan disalurkan ke bidang

resapan ai.rp6 salurai drainase lingkungan- Sedangkan sistem

pengelolaan .rttt t btack utater di kawasan perencanaan direncanakan

,rr.rigggt akan sistem setempat {on site 
-sanitationl, 

yang dikelola oleh

masllrrtat dan dikelola oleh pemerintah. Sistem pengelolaan yang dikelola
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oleh pemerintah terbatas pada sarana dan prasarana komunal untuk

nmtrm, misalnYa MCK.

Pasal 4O

(1)

{2t

(3)

Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal harus dilindungi

terhadap dahaya 
"t .b"li"r"rr dengan sistem proteksi aktif dan sistem

proteksi pasif terhadap bahaya kebakaran'
Pengamanan terhaaap Uafraya kebakaran dengan sistem proteksi pasif

mellputi kemampuro 
"t"bititas 

struktur dan elemennya, konstruksi tahan

api, 
-komparteminisasi dan pemisahan, serta proteksi pada bukaan yang

ada untuk menahan dan membatasi kecepatan menjalarnya api dan asap

kebakaran.
sistem proteksi aktif yang merupakan proteksi terhadap harta milik

terhadap bahaya kebakaran berbasis pada penyediaan peralatan yang daglt
bekerja baik secara otomatis maupun secara manual, digunakan oleh

penghuni atau petugas pemadam dalam melaksanakan operasi

pemadaman.
I

(4) Lingkungan Perumahan, Perdagangan, Industri dan/atau campuran harus
L ^*--^ 1^:-I*^-

direncanakan sed.emikian mpa 
""hirgg. 

tersedia sumber air berupa hidran

halaman, Sumur kebakaran atau rEiervoir air dan sarana komunikasi

umum yang memudahkan instansi pemadem kebakaran 
- 11111

*"rrggrrrlkannya, sehingga setiap rumah 
- 
dan bangunan gedung dapat

&;EkJ;h'i""""rrff "i, ,ttit pemadam kebakaran dari jalan di
! -,- :-f^--^^;F------- o.'irrr{olrlean informasiIingkungannya, serta untuk memudahkan penyamparan

kebakaran.
(5) Untuk melakukan proteksi terhadap meluasnya kebakaran dan

memudahkan operasi pemadaman, maka di dalam lingkungan bangunan

gedung harus iersedia jalan lingkungan dengan perkerasan agar dapat

aiUt.ri oteh kendaraan pemadam kebakaran'

Bagian KetuJuh
RencanaSistemRuangTerbukadanTataHijau

Pasal 41

(1) Ruang terbuka umum pada kawasan perencanaaar| meliputi tata hijau

kawasan sempadan sungai, tata hijau/jalur hrjau tepi jalan dan

t-amanf rekreasi kota.
(2) Ruang' terUuka privat untuk um1lm, pada kawasan perencanaan adalah

ruang sempadan antara bangunan sampai dengan batas pagar atau

halaman, terutama ruang semfadan bangunan pada ban€Unan komersial

yang *"*pr"y*i "r*i.dr* 
yang lebar. Ruang terbuka ini dapat

dimanfaatkan untuk beibagai tcegiatan penunjang, sepel-ti lahan parkir,

taman dan sebagainya. npaiita tr.tts teibuka ini tidak dikehendaki oleh

akses publik, maka mang terbuka ini harus dibatasi dengan pembatasan

parkir, pagar pembatas atam dibatasi dengan tata hijau. Sedangkan apabila

*rrg'leruutl ini dikehendaki untuk diakses oleh publik maka pagar

pemdatas/tanaman pembatas disarankan tidak terlalu tinggi untuk bidang

masifnya' maksimal 1 m' 
miond rartrrrlre r ' akses terbatas(3) Ruangierbuka privat adalah ruang terbuka yang mempunyal

bagi umu*. ir*rg terbuka privaiter{apat pada fungsi atau kegiatan yang

mJnpunyai privisi tinggi, seperti *?rg terbuka pada kawasan

pernrukim.rr. it .rtg terbuka privat permukiman di kawasan perencanaan

direncanakan unruf di gunak* *"6u.gai lahan parkir kendaraan pribadi

atau sebagai halaman yang ditanami dengan pohon maupun tanaman'



(a) Pola tata vegetasi dan penciptaan iklim:.kto merupakan unsur penting

dalam p"rr"iii."" ;;;'tttb"t" ptat iklim tropis' Konsep -rutng 
terbuka

pada ka*asa-n menganjirrkan penanaman poho-n peneduh dengan kanopi'

terutama pada ruang terbuka L*.r* yaitu pada jalur hijau-sisi pedestrian

selebar 3 m dengan i"r"k penanarnan-setiap 1O m- Dengan lebar ini, maka

jenis tanaman yang dimungkinkan untuk ditanam adalah pohon-pohon
"peneduh a""gJt fiuoopi lJUar. Untuk median jalan ditanami dengan

vegetasi dengan jarak penanalnannya 5 m'
(S) Selain p*rrealrt, pola tatatriiau dilatukan sebagai pengarah, terutama pada

median pembatas jalan. vegetasi pengarah yang dapat ditanam antara lain

palem-paleman maupun cemara. Pada ruang terbuka privat untuk umum'

perlu ditanam pohon peneduh sebagai pembentuk iklim mikro depan

t"t gutt.tt dan peneduh area parkil kendaraan'

t6) PadI tiap simpul jalan direncanakan untuk dilakukan penataan ruang

terbukanya dengan p"r,u.rr"*.r, vegetasi pengarah dan. vegetasi p"-td'

pembentuk estetIk". Si"i yang mengiadap persimpangan jalan dianjurkan

untuk tidak ditanami tanairan tittgg, 
-untuk memperluas pandangan

pengemudi' r r_ --:-:-*
(Z) irada area tepi sungai dan area-area kritis dengan kemiringan curaln Juga

perlu dikonslrvasi dengan membentuk tata hdau sebagai area penyangga'

Tanaman ini ditanam- pada ruang sempadan sungai, yang ditetapkan

sebesar 10 m dari tePi sungai'
(8) Untuk batas 

- 
tralaman/p;karangan dengan jalur pedestrian' rencana

vegetasi t .rrr*r, yang^ ditanari adalah tanaman teh-tehan pangkas

(AJalypha sp.) dengan tinggr maksimal 60-8O cm'

Bagian KedelaPan
Rencana Tata Kualitas Lingkungan

Pasal42

(1) Rencana Tata Kualitas Lingkunganl sebagai arahan untuk menjadi panduan

dalam perencanaan lingku"g":" dalam-upaya bersama menjaga tingkat

kualitai lingkungan yang ingin dicapai'
(2) Rencana Tata Xriatitas l,ingtiungan, meliputi aspek informasi, aspek fasade

bangunan, aspek kelengkap., ir*g publik (sireet furniturel, aspek batas

halaman dan pagar, serta aspek mitigasi bencana'

Pasal 43

(1) Dalam peletakan tata informasi adalah area yang harus bebas dari segala

tata informasi Yaitu:
a. 2,! m da; permukaan trotoar/jalur pedestrian harus bebas tata

informasi;
b. 5 m dari permukaan jalan harus bebas tata informasi;
c. 1O m dari persimpangan jalan harus bebas tata informasi reklame'

kecuali rambu-rambu jalan'
(2) Untuk pemasangall penunjuk nalna bangunan diarahkan dengan

ketentuan sebagai berikut'
a. menempel iada bangunan dengan posisi horisontal, ukuran yang

diPerkenankan adalah 1 x 5 meter'
b. menempel pada bangunan dengan posisi vertikal, ukuran yang

diperkenankan adalah 1 x 3 meter'
c. *.rrgg.rt t g pada bangunan (arcadelkanopll' ukuran yang

diPerkenankan adalah 213 L meter'



d. pola bangunan tunggal diarahkan untuk membuat penunjuk informasi

bangunan Yang berdiri sendiri.
(3) penunjirk naria jirr, pada kawasan perencanaan diharuskan ditempatkan

pada setiap ujung jalan yang terdapat pada kawasan perencanaan dengan

bentuk yang mencirikan karakter lokal.
(4) Rambu 

- 
pertandaan jalan maupun rambu untuk jalur penyelamatan

bencana Ltr* diarahlian terletak pada kawasan yang mudah terlihat, kuat,

dan terpelihara. Pentingnya tanda-tanda dalam sebuah kota adalah untuk
mewu3jakan masyarakii mengenal kawasan tersebut dan petunjuk bagi

masyarakat yang baru mengenal tempat tersebut. Untuk penempatan

,.*t., jalan disisuaikan dengan peraturan Kementerian Perhubungan.
Ukuran dan kualitas rancangan dari rambu-rambu harus diatur agar

tercipta keserasian serta mengurangi dampak negatif kawasan
(S) penataan reklame pada kawasan perencanaan diarahkan dengan ketentuan

sebagai berikut.
a. kJpentingan penempatan harus mengupaylk"l keseimbangan,

keterkaitan dan keteipaduan dengan semua jenis elemen pembentrrk

wajah jalan atau perabot jalan tain dalam hal fungsi, estetis dan sosial.

Penempatan reklame pada kawasan perencanaan dilakukan hanya pada

titik-titik tertentu, tia* mengganggu dan menutupi keberadaan

bangunan pemerintahan yang terdapat di segmen ini' Titik pemasangan

papan ,"L1"*" pada kawasan perencanaan diarahkan di sekitar pusat
p"idu.g.rrg.n di persimpangan, S?elterl halte dapat dimanfaatkan
ieUagai bidang reklame sesuai dengan arahan titik pemasangannya.

b. perlu pembati.san terhadap ukuran, material, motif, loka"si dan tata
letak. Untuk ukuran reklame umum dengan desain satu tiang maksimal
adalah 24 m2. Tidak diperkenankan memasang reklame dua kaki dan

reklame yang melintang 3"1*n (Bando), kecuali menempel di jembatan

penyeberangin dengan 
-ukuran tidak melebihi panjang jembatan

penyeber.rrgan dengan lebar tidak melebihi tinggi pagar pengamannya'

c. penempatari reklame harus menciptaan karakter lingkungan kawasan.
pada kawasan perencanaan materi reklame komersial diperbolehkan,
narnun mengingat visi pengembangan RTBL Pontianak ini adalah
*sebagai RrJat lerdagangao A 

"ujuan 
Wisata Budaya Tepian S-ungai

yang bemra*asan l,ingkungan" maka reklame yang diperbolehkan
adalah reklame dengan tema yang sesuai dengan visi tersebut'

Pasal 44

(1) Untuk kawasan perencanaan maka wajah jalan dibentuk dengan:

a. Peletakan vegetasi peneduh pada jalur pedestrian dan dalam kavling
privat;

b. Peletakan pencahayaan buatan harus
lampu sekurang-kurangnya 5O meter,
terbuka hrjau dan semPadan jalan;

mempunyai jarak setiaP titik
sesuai kebutuhan jenis ruErrlg

c. Pencahayaan buatan di ruang terbuka hijau harus
karakter lingkungan, fungsi, dan arsitektur bangunan,
dan komponen Promosu

d. Pembentukan jalur pedestrian dengan permukaan jalur yang nyaman

untuk berjalan bagi pejalan kaki maupun penyandang cacat.

(2) Penataan street furniture di kawasan perencanaan, meliputi:
a. Halte/Shelter Angkutan Kota

peletakan halte pada kawasan perencanaan diarahkan pada tiap jarak
5OO m. Peletakan halte harus dibuat senyaman mungkin dan tidak
mengganggu sirkulasi pejalan kaki. Pada bangunan halte harus

memperhatikan
estetika amenitg



dilengkapi dengan nama halte dan diperkenankan untuk memasang

reklame. nentui< halte harus bercirikan dan mencitrakan nuansa khas

lokal Melayu. R"rr".rrgan shelter angkutan kota dapat mengikuti kaidah

berikut ini:
1. Bentuk dan jenis shelter yang diusulkan- ada tiga alternatif yaitu;

shelter yang beratap, snlttei yang tidak beratap (tetapi dibuat

dibawah pep"ohona. yu.rg rindang) dan berupa rambu-rambu saja'

2. Shelter aitetakkan 
-padL jalur pejalan kaki, dengan membuat

perbedaan ketinggian lantai dengan satu atau dua trap yang

membedakan shJ[er dan pedestrian yang dibuat memutari shelter

tersebut. Dimungkinkan menggabung dengan boks telepon dalam

satu bangunan, Ietapi pett.*patannya dipisahkan secara fisik agar

tidak saling mengganggu.
3. posisi jalai dib;;t riasukkan sedikit + 2 meter ke dalam shelter'

sehingga sewaktu kendaraan angkutan kota menepi tidak

*"',gh"*batsirkulasikendaraandibelakangnya.
4. Bentuk d; tampilan shelter dirancang sedemikian sehingga tidak

menutupi dan mendominasi bangunan d1n lingkungan di sekitarnya'

5. Bisa dimanfaatkan untuk *"*"u].t g reklame yang dirancang sebagai

bagian a"ri U"rrg"nan shelter, dengan proporsi maksimum 2aVo dan

bidang tamPak shelter.
6. Memperjelas identitas shelter agat mudah dikenali, terutama pada

tempat_te;;"t pemberhentian angkutan kota yang berupa

rambu-ra*t* *u"i., antara lain dengan memisahkan secara jelas

dengan trotoar, 
"membuat kemunduaran pagar, ditanami dengan

tanaman Peneduh Yang khas'
b. Tempat samPah

Peletakan tempat sampah umum ditetapkan pada tiap jarak 5o m'

Peletakan tempat sampah umum tidak boleh menggangu sirkulasi
pejalan kaki.Blntuk timpat sampah umYm harus bercirikan dan

mencitrakan nuansa khal |okal, sitain itu harus ada pemisah antara

sampah organik dan anorganik'
penataan t"*f"r"ampahli kawasan perencananaan diarahkan sebagai

berikut:
1. Perlu penyeragarnan bentuk dan besaran tempat sampah yang berada

dalam satu koridor jalan.
2. Setiap pembangunan baru, perluasan suatu bangunan yang

diperuntukkan Jebagai tempat kediaman harus dilengkapi dengan

tempat atau kotak p"*Lt'*ttg"t sampah yang - ditempatkan

sedemikian rupa sehingga kesehatan umum masyarakat sekitarnya

terjamin.
3. Dalam hal lingkungan d.i d.aerah pertokoan, kotak-kotak sampah yang

tertutup aisJdiatcan sedemikian rupa sehingga petugas-petugas

kebersihan dapat dengan mudah melakukan tugasnya.

4. Penyediaan tempat sampah agar mempertimbangkan segi estetika'

5. Dipisahkan antara tempat sampah kering dan sampah basah.

6. Rancangan penempatannya p*a. batas antara jalur pejalan k3H

dengan]aluit"na.i"an (mudah ddangkau dari dua sisi), dengan tiap
jarak 50 m-

c. Bangku jalan
Peletakan bangku jalan ditetapkan pada tiap jarak 50 T bersampingan

dengan tempi sampah ,r*r*. Piletakan- bangku jalan tidak boleh

menggangr, *irt .rtasi pejalan kaki. Bentuk bangku jalarr harus bercirikan

dan mencitrakan nuansa khas lokal'
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d. Telepon umum dan PaPan informasi
Peleiakan telepon **r* d,an papan informasi ditempatkan berdekatan

d.engan halte. Peletakan telepon umum tidak boleh mengganggu sirkulasi
p";i"r, kaki. Bentuk telepon umum harus bercirikan dan mencitrakan

nuansa khas lokal.
Sejauh ini Kota Pontianak belum mempunyai spesifikasi bentuk boks

telepon yang khas, baik yang berisi empat boks maupun yang hanya

berisi satu boks, dan ini peilu dirancang dan dikembangkan dengan

desain yang spesilik dan menempatannya dibeberapa lokasi yang

strategis.
Pos jaga polisi
Sarani ini dibutuhkan untuk memantau dan mengalnankan arus

lalu-lintas. Peletakan pos jaga polisi ditempatkan pada tiap simpul jalan

utama. Peletakan p"* j"g" polisi tidak boleh mengganggu sirkulasi
pejalan kaki.
Pot bunga
Peletakir pot bunga d.itempatkan pada setiap jarak 1O meter' Peletakan

pot bunga tidak uoterr mengganggu sirkulasi pejal* k.F.- Bentuk pot

trng" hirus bercirikan dan mencitrakan nuansa khas lokal'
Lampu penerangan jalan dan pedestrian
Peleiakan lampir jatan ditempatkan di median jalan dan pada jalur
peJestrian ditemplttan secara terpadu secara terpadu dengan lampu
penerangan pedestrian di trotoar, dlngan jarak,setiap 1O meter' Bentuk
p.n"r"rr[* lalan dan pedestrian harus bercirikan dan mencitrakan
,r.rr"" kh." tot"l. Elernen ini di samping berfungsi sebagai penerangan

di malam hari, juga dapat berfungsi sebagai elemen estetika dan

pengarah pada rancangan ruang luar. Hal ini berkaitan dengan

t*J.ttg.tt tiang lampu, lampunya sendiri dan perleta'kannya' Lampu

penerangan urium 
-di 

sepanjang koridor 
_ lut taman kota perlu

disediakan tersendiri, dan hendaknya tidak mengandalkan pada

penerangan kapling (perumahan, perdagangan dan jasa) atau
penerangan yang UeiasJ dari lampu reklame. Arahan penataan lampu
j"t"" dan lampu pedestrian sebagai berikut-
1. Lampu p"rr"ru,rgan untuk sepanjanE:-alan diletakkan pada pinggir

jalan. L.*pu penerangan jalan di sepanjang koridor agat

diseragamkan tinggi, model maupun penempatannya'
2. Lampu penerangan di sepanjang pedestrian'
3. Lampu taman, -untuk *e*p*r[uat karakter kawasan pada malam

hari, dan lampu sorot untuk memperkuat elemen-elemen yang

ditonjolkan Pada malam hari.
4. Pada deretan lampu yang ditempatkan berselang seling dengan

pepohonan, perlu *.,,gr,i''dari pemilihan pohon Yl'g bermahkota

i"b.r, agar kerimbunannya tidak menghalangi sinar lampu.
5. Sejauh mungkin, di pet"i*p.ttgan jalan utama perlu dipasang jenis

lampu *p""iik sebagai pembentuk identitas lingkungan sekitarnya'
6. Lampu penerangan umum agar tidak digunakan untuk menempatkan

reklame tempef, spanduk, selebaran atau lainnya yang sifatnya
merusak keindahan lamPu.

7. Sumber tenaga lampu penerangan jalan agar dipisahkan dengan

kavling sekitirnya, sehingga pa-da saat terjadi pemadaman listrik
lokal, 1"*p*, penerangarl' jalan masih tetap menyala'

e.

f.

ot'
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Pasal 45

(t) X''ffiffifff$ffififu menssanggu estetika fasade bangunan dan

lingkunganttyr- "tc^ta 
keseluruhan ;

b. penataan taman pada tt"i** aepan bangunan haruslah menambah

nilai estetika dari uangunan dan lingkuttg.tt'yt segaT-kgseluruhan;

c. perkerasan pada halaman depan baigunan harus dari bahan yang dapat

berfungsi sebagai PenYeraP air;
d. Apabila dipergunakan 

_ 
leu"gai tempat parkir kendaraan, harus

direncanakan dengan ""f."*I 
kapasitas lairan, sirkulasi dalam lahan

sehingga tidak mengganggu nilai estetika bangunan dan lingkungan

secarakeseluruhansertapenempatanP.rntumasukkeluarkendaraan
sehingga tia"r. menimbulkan tekanan pada arus lalu-lintas;

e. Halaman samping dan belakang bangu'?';
f. Dapat dipilih jenis p"pofto"u?. V"ig bersifat buffer kebisingan dan

menyerap Polutan'
(2lPagar' ' .. "f"tirggian maksimum pagar 1,5 m; .^.

b. Pagaiharus transparan dengan motif P:!"";
c. pada bagian bawah p"s;--aiperbolehkan masif dengan ketinggian

maksimal 5o cm; 
nat.',tr'r tana,,,a pagar dengan

d. Dianjurkan untuk menanam tanaman sepanJang

ketinggian yang tidak lebih dari 60-80 cm;

e. Dilarang menggunakan kawat berduri sebagai pemisah di sepanjang jalan

umum untuk halaman muka'
f. Ketinggian dinding pemuatas samping bangunan sampai GSB maksimum

L,5 m untuk -.tt-iptattan keleluasan pandangan;

g. warna pagar dianjurkan tidak mencoiok, *ehingg" berkesan teduh dan

asri, sertaiidak mlnimbulkan kesan membatasi bangunan'

h. Melibatkan sektor privat untuk menampung kegilt*tt PKL sebagai:*l
satu t<egiatan penunjang dalam bangunan/kavlingnya, yang proporsl

jumlahoa''ruasdisesuai-kanberdasarkanintensitaspembangunanyang
dibentuk. Alokasi lahan untuk PKL baik dalam bangunan atau ruang

terbuka merupakan wujud pengintegrasian antara sektor formal dan

informal, *eruj,, pengelolaan yang baik'
i. Menginte;;"id";i*"Ld"k"tkan secara optimal lokasi penataan dengan

jalur pejalan/ ruang-rualr.g terbuka_YT** merupakan konsep penataan

yang positif, karena padair."u.rrry" pKL selalu mengikuti keberadaan dan

pergerakan pejalan. p"nrt*"tt v".tg ideal adalah penempatan lokasi

kegiatan-pri ilngan lahan yang secara spasial terpisah dan tidak

mengurangi luas ruang pergerakan pejalan'

Bagian Kesembilan
Rencana Sistem Mitigasi Bencana

Pasal 45

(1) peringatan Dini dan Kesadaran warga (Earty waming sgstem & communitg

Auarnessl
a. sistem Peringatan Dini di kawasan perencanaan, direncanakan

menggunakan sistem yang terintegrasi untuk kawasan yang lebih luas

(kecamatan - kota).
b. Peningkatan Kesadaran warga dibentuk melalui jalur pendidikan formal

**rplr' i"ror*"r penyuluhan masyarakat,dll) serta pelatihan'
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(2) Rencana Jalur dan Arah Penyelamatan (Evacuation/Escape Routes)

a. Jalur Evakuasi/Penyela*Lt"tr, menggunakan jaringan jalan yang ada'

b. Arah Evakuasif fenyetamatan, menuju Area Penyelamatanlpscape Area

yang terdiri aari uangunan penyelamatan untuk menampung korban

bencana alam yang dapat diterapkan pada kawasan_ perencanaan

berupa/berbentuk *"*g terbuka/taman kota {Escape Areal, maupun
gedung penyelamatan (n""op. Buitdingl seperti fasilitas peribadatan,

fasilitas p"rraiaitan (sekolah), gedung pertemuan, gedung perkantoran'

(3) Rencana Area Bangunan Penyelamatan
Rencana bangunai penyelamatan di rencanakan berupa/berbentuk ruang

terbuka/taman kota maupun gedung penyelamatan seperti fasilitas
peribadatan, fasilitas pendiaitan (sekolah), gedung pertemuan, gedung

perkantoran, namun desain bangunan tersebut harus memiliki kekuatan
*tr,rkt rrr.1 yang handal sebagai {edung super kuat (uery strong buiwirrysl

yang tahan-bencana alam. Bangunan beratap datar sehingga memungkinkan

Lntit< penyelamatan (euaattiinl, juga dilengkapi dengan tangga darurat'
Luas lahan yang dibutuhkan sekitar L m2 per orang'

(a) Dalam hal ad#ya kerusakan bangunan gedung akibat bencana seperti

banjir, tsunami, kebakatart, d.anfata-u bencana lainnya atau adanya laporan

maiyarakat terhadap bangunan gedung yanq diindikasikan membahayakan

keselamatan masyarakat ian lingtcungin sekitarnya, maka penerbitan SLF

(sertifikat laik fungsi) bangunan g"dut g dan/atau perpanjangan sLF

bangunan gedung harus segera dilaksanakan'

BAB VII
RTNCANA IIIIIESTASI

Pasal 47

(1) Kegiatan pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan lingkungan kawasan
' 'stritegl* ikorro*i segmen-l dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak,

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan masyarakat Kota Pontianak'

(2) Sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), maka seluruh kegiatan
' 'p.*d"rrgunan harus mengacu kepada panduan Tata Bangunan dan

Lingtungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
(S) Seb;gaimana diiraksudkan dalam ayat (1), maka pelaksanaan kegiatan oleh
' ' *.*yrrakat melalui pembangunan fisik bangunan di dalam lahan yang

dikuasainya, termasuk pembarrgutratt ruang terbuka hijau, ruang terbuka,

dan sirkulasi pejalan kairi dengan tetap mengacu pada syarat dan ketentuan

berlaku.

Pasal 48

Skenario rencana investasi yang akan dilakukan kawasan perencanaan

mencarlgkup 3 tahaPan;
a. Tahap 

-I: 
pem6entukan citra kawasan dan blok-blok dalam kawasan

dengan p"rrd.firrisian fungsi ruang yang jelas, pencirian dengan aksesori

locJ p"a. bangunan dan kelengkapan pedestrian, path, dan ruang

sirkulasi **rrr"I" dan kendataan yang mendukung fungsi ruang, serta

sosialisasi kepada pengguna ruang
b. Tahap II: pembangun-an sarana dan prasarana untuk meningkatkan

pelayanan terhadap kebutuhan pengguna ruang dalam kawasan, terutama
fasilitas vital yang belum terdapat d.i kawasan perencanaall seperti jaringan

air bersih, pengelolaan persampahan, TPS dan lampu penerangan.

c. Tahap llt: peningkatan kualitas lingkungan kawasan untuk mendukung

fungsi ruang dengan pemliharaan, peningkatan dan pembangunan sarana



dan prasarana dasar lingkungan perkotaan sesuai dengan fungsi

ruangnya.

Pasal 49

(1) Hal-hal yang terkait dengan rencana investasi adalah investasi yang

dilakukan otefr pemerintah fusat/ provinsi / kabupaten / kota, kalangan dunia

usaha dan masYarakat.
{2) Investasi dimaksud bisa dalam bentuk fisik bangunan, dan sarana

prasaran", *"rprn dalam bentuk non fisik seperti kampanqe dan publikasi'
promosi inves'tasi, sosialisasi masyarakat, fasilitasi pembiayaan'

advokasilmediasi dan bantuan teknis, penetapan sebagai jalur/obyek

kunjungan wisata, serta penyelenggaraan event di kawasan RTBL'

BAB VIII
I{ TENTUAil TAMBAIIAN

Bagian Kesatu
Kajiau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pasal 5O

(1) Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau pengembangan sub

kawasan y"ng [-erada pada karwasan RTBL yang memenuhi kriteria
penyusun"t, A=VfOeL harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini'

(2) Setiap penyelenggaraan pembangUnan gedung atau pengembangan sub

kawasan V""g Grada pada kaivasan RTBL yang memenuhi kriteria

pen)rusunuo 
-R.UpRt h^t r" dilakukan penJrusunan AMDAL atau

i.lXi/ Upl sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku'

Bagian Kedua
PartisiPasi MasYarakat

Pasal 51

(1) Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan rencana adalah:

a. pemanfaatai ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan

perundang-undangan, Agama, -adat, 
atau kebiasaan berlaku;

b. Bantuan iemil<ir"i d"tt fiertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan

pemanfaatan ruang kawasan ;

benyelenggaraan kegiatanpembangunan berdasarkan rencana;

Xonsolidasi p"*.t fi"tan ianah, aii, udara, dan sumber daya alam lain

untuk ter-apainya pemanfaatan kawasan yang berkualitas;
pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana
Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana
pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam

pemanf,aatan ruang; dan
g. Kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi

lingkungan kawasan.
(21 partisi"pa*i "*"*y" rakatdalam pengendalian pemanfaatan rencana ialah;

a. Pengawasan- terhadap p"tt 
"ofu"atan - 1r*g kawasan, termaksud

perriberian informasi LtJu laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang

c.
d.

e.
f.

kawasan; dan
b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan

kegiatan pemanfaatan ruang kawasan
pemanfaatan ruang kawasan.

untuk penertiban dalam
dan peningkatan kualitas
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BAB f,K
PEDOMAN PENGENDALIAN PTLAI(SANAAN PENGEI,OLAAII I{AUIASAN

Bagian Kesatu
Pengeadalian Pelaksanaan Kawasan RTBL

Pasal 52

(1) Pengendalian pelaksanaan dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan
pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan f kawasan yang
berdasarkan rencana tata bangunan dan lingkungan dan memadu
pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas dan berkelanjutan. Ketentuan
pengendalian pelaksanaan diharapkan dapat :

a. Menjamin pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen kawasan RTBL
b. Menjamin pemanfaatan investasi dan optimalisasi nilai investasi
c. Menghindari terbengkalainya pembangunan karena investasi yang

dilakukan tidak bedalan semestinya.
d. Menarik investasi lanjutan dalam pengelolaan lingkungan setelah masa

kontruksi
(2) Penilaian pelaksanaan kawasan RTBL didasarkan pada beberapa

pertimbangan yang meliputi 3 aspek yaitu :

a. Aspek Daya Dukung Lingkungan
1. Untuk menjamin tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan
2. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kegiatan
3. Untuk menghindari konflik antar kawasan

b. Aspek Fungsional
1. Diupayakan untuk dapat menarik lebih banyak investasi
2. Untuk meningkatkan keunggulan komparatif dari tiap Blok Perkotaan

yang dikembangkan
c. Aspek Demand

1. Mempertimbangkan indikasi kegiatan yang dikembangkan
2. Mempertimbangkan indikasi karakteristik investor yang akan ditarik

untuk berinvestasi di dalam Blok Urban tersebut

Bagian Kedua
Ketentuan Pengendalian Pelaksanaan Kawaaar RTBL

tl) Adapun Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui beberapa
tahapan kegiatan diantaranya; penetapan peraturarl zotaasi, dan proses
pedzinan.

(2) Peraturan zonasi merupakan
persyaratan pemanfaatan ruang
disusun untuk setiap blok/znna
dalam rencana rinci tata ruang.

ketentuan yang mengatur tentang
dan ketentuan pengendaliannya dan
peruntukan yang penetapan zonarlya

lzin dalam pemanfaatan ruang sebagaimana yang diatur dalam
undang-undang penataan rulang diatur oleh Pemerintah Kota Pontianak
berdasarkan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Disamping itu
dalam hal perizinan pemerintah dapat membatalkan izin apabila
melanggar ketentuan yang berlaku.
lzin perna.nfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar
tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah,
dibatalkan oleh Pemerintah Kota Pontianak sesuai dengan
kewenangannya.
Perizinan pemanfa atan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban
pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan
sesuai dengan rencana tata ruang.

(3)

(41

(5)



(6) lzin pema.nfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Kota
pontianak sesuai dengJn kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan

ruang yang tidak *."u"i dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi
dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratil
sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

Bagian Ketiga
Instansi Peagendali dan Pengelola Pelaksanaan l(awasan RTBL

Pasal 53

(1) Pengendalian dan pengelolaan tata bangunan dan lingkungan dilakukan' 
oletr, dinas teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sesuai
kewenangan yang ditetapkan, dan melibatkan peran serta masyarakat-

(2) Dinas telinis-terliait yang bertanggungiawab terhadap proses pengendalian
dan pengelolaan, mengacu pada seluruh dokumen yang dituangkan dalam
peraturan walikota ini, buku rencana, dan dokumen lain yang menjadi satu
kesatuan dari peraturan ini.

(3) Pelibatan peran serta masyarakat secara formal dalam bentuk Forum
koordinasi tata bangunan dan lingkungan, yang terdiri dari unsur-unsur
dari dinas/instansi teknis terkait, kelembagaan kawasan RTBL, dan
stakeholder lain yang peduli dengan permasalahan pembangunan kota.

(4) Fungsi forum koordinasi ini bertugas :

a. M.rry,r"rn pengaturan (IMB dan lain-lain) dalam peraturan daerah serta
kelembagaan dan operasionalnya di masyarakat.

b. Mensosialisasikan aturan bersama-sama masyarakat terkait.
c. Melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran akan hak,

kewajiban dan peran serta dalam pengelenggaraan penataan bangunan
dan lingkungan (pendataan, sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan).

d. Pendampingan pembangunan (bangunan dan lingkungan), penyediaan

bangunanTrumifr percontohan, bantuan penataan bangunan dan
lingkungan yang sehat dan serasi.

e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan aturan tata
bangunan dan lingkungan melalui mekanisme yang berlaku.

BAB X
ATURAN IIVSEITITIF DAN DISIIiISENTIF

Pasal 54

Untuk mendorong perkembangan kawasan RTBL sesuai dengan arahan
kebijakan yang telah ditetapkan, perlu dikenakan upaya insentif dan
disinsentif. Insentif adalah upaya pemerintah melalui kebijakan yang ada
untuk mendorong atau merangsang masuknya investasi dalam
pengembangan kawasan RTBL, sedangkan disinsentif adalah upaya
pemirintah untuk membatasi atau mengurangi perkembangan kegiatan
pada suatu Blok Urban dimana keberadaan kegiatan tersebut tidak sesuai
dengan pengaturan Blok Urban yang telah ditetapkan-
pemUeriin iasentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan
imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata
ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah
daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan
pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian
kompettlasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan'
Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi
pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan

(1)

(21

(3)
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(4)

(5)

rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang

tinggi, pembata*an, penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan

kompensasi dan Penalti.
pemlerian insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang

dilakukan supaya pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan

rencana tata ruang yang sudah di tetapkan'
Insentif merupakin pe-rangkat atau upaya untuk memberikan imbalan

terhadap pelaisan.rn t"giatan yang sejalan dengan rencana tata ruang,

berupa:
a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan,

sewa ruang, dan urun saham;
b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
c. kemudahan prosedur perizinan; danf atau
d. pemberian pinghargaan kepada masyarakat'
e. swasta dan/atau pemerintah daerah'
Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi

pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan

rencana tata ruang, beruPa:
a. pengenaa., pdak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya

yang dlOutufrtan-uniuk tr[ngatasi dampak yang ditimbulkan akibat

pemarlfaatan ruang; dan/ atau
b. pembata"r, p"ryJai..o infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan

penalti;
t\l Insentif dan disinsentif dalam penataan langunan dan lingkugan diberikan

dengan tetap menghormati hak masyarakat'

t6)
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BAB X
I(TTENTUAT{ PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

wltikota ini dalam Berita Daerah Kota Pontianak'

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 22 J&,nueri 2013

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 22 J{!nu:}rt 2013

drar,rxorA PioNT zNN'G
II

2Q13 NOMOR 3

fl-"*-i,prffi* PONTIANAK, f,
(l

LEMBARAN ERAH KOTA PONTIANAK TAHUN
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